BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan oleh
peneliti terkait dengan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
antikorupsi di desa Selaawi, peneliti mencoba menjabarkan menggunakan 3
(tiga) indikator partisipasi masyarakat yang diberikan oleh Marshal,
diantaranya : (1) Adanya Forum untuk Menampung Partisipasi Masyarakat, (2)
Kemampuan Masyarakat untuk Melibatkan Dirinya dalam Proses, (3) Adanya
Akses Bagi Masyarakat untuk Menyampaikan Pendapatnya dalam Proses
Pengambilan Keputusan. Dari ketiga indikator tersebut didapatkan bahwa
partisipasi masyarakat desa Selaawi dalam membangun desa antikorupsi masih
kurang, dikarenakan belum adanya forum khusus yang disediakan untuk
menampung partisipasi masyarakat dalam mencegah adanya kasus tindak
pidana korupsi. Tidak hanya itu, kurangnya partisipasi masyarakat juga
disebabkan oleh tidak adanya kemampuan dan pengetahuan mendasar yang
dimiliki masyarakat dalam proses pengawasan anggaran, hal ini disebabkan
karena masyarakat tidak memiliki keberanian dalam memberikan kritik dan
sarannya kepada pemerintah desa. Kurangnya akses bagi masyarakat untuk
menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan juga
menjadi penyebab berkurangnya partisipasi masyarakat di desa Selaawi, hal ini

dibuktikan dengan tidak digunakannya kembali media sosial desa Selaawi dan
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Masyarakat umum tidak dilibatkan secara langsung dalam Kkegiatan
Musrenbangdes dan Musrenbangdus, sehingga satu-satunya akses yang dimiliki
oleh masyarakat desa Selaawi dalam menyampaikan pendapatnya yaitu melalui
pak Rt dan pak Rw.

Bukan hanya itu saja peneliti juga menganalisis hasil temuan
menggunakan indikator dari buku panduan desa antikorupsi yang dibuat oleh
KPK untuk dapat melihat apakah desa Selaawi sudah memenuhi indikator desa
antikorupsi, dan apakah sudah dapat dikatakan sebagai desa yang antikorupsi.
Berikut 5 indikator besar berdasarkan Buku Panduan Desa Antikorupsi yang
dibuat oleh KPK, yaitu:

1. Penguatan Tata Laksana

Berdasarkan indikator penguatan tata laksana, dapat dilihat bahwa desa
Selaawi belum dapat memenuhi penguatan tata laksana pencegahan kasus
tindak pidana korupsi, karena ada 2 (dua) sub indikator yang belum dipenuhi,
seperti : belum adanya kesepakatan kerjasama antar pengelola kegiatan
anggaran dengan sisi penyalur, dan telah melewati proses pengadaan barang
dan jasa yang ada di desa, bukan hanya itu saja desa Selaawi juga belum

memiliki Peraturan desa tau Keputusan Kepala Desa atau SOP terkait dengan
pakta integritas dan sejenisnya
2. Penguatan pengawasan

Berdasarkan indikator penguatan pengawasan, desa Selaawi sudah

memenuhi indikator penguatan pengawasan, yang artinya pengawasan dan
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evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja dari para pegawainya sudah berjalan
dengan baik.
3. Penguatan kualitas pelayanan publik

Dalam indikator penguatan mutu pelayanan publik, desa Selaawi belum
sepenuhnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya, karena
desa Selaawi sendiri belum memiliki layanan pengaduan bagi masyarakat dan
belum adanya media informasi yang tersedia di kantor desa dan tempat lain
yang mudah di akses masyarakat.
4. Penguatan partisipasi masyarakat

Berdasarkan indikator penguatan partisipasi masyarakat, desa Selaawi juga
belum sepenuhnya melakukan penguatan terhadap partisipasi masyarakat,
karena masih belum adanya kesadaran masyarakat desa Selaawi dalam
mencegah terjadinya gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan.
5. Kearifan Lokal

Indikator kearifan lokal di desa selaawi ini belum dapat dipenuhi, karena
di desa Selaawi sendiri belum memiliki figur yang berpengaruh bagi
masyarakat, ahli agama, ahli adat, aktivis generasi muda dan kelompuk
perempuan yang memberikan dukungan dalam upaya mencegah perilaku
korupsi..

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa desa Selaawi belum
dapat memenuhi beberapa sub indikator yang ada dalam Buku Panduan Desa
Antikotupsi. Dari 18 sub indikator yang ada, desa Selaawi hanya memenuhi 12

indikator dengan bobot nilai keseluruhan 65. Maka dari itu, apabila melihat
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dari bobot nilai keseluruhan yang dimiliki, desa Selaawi belum dapat dikatakan
sebagai desa yang antikorupsi. Berdasarkan buku panduan desa antikorupsi,
suatu desa bisa dinyatakan lolos sebagai desa yang antikorupsi, apabila desa itu
memiliki nilai setidaknya 90 dari indikator yang ada.
6.2 Saran

Berlandaskan pada hasil yang sudah di dapatkan sebelumnya oleh peneliti
di desa Selaawi, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, kurangnya partisipasi
masyarakat di desa Selaawi disebabkan oleh tidak adanya forum khusus yang
disediakan untuk membahas terkait korupsi, kurangnya kemampuan dan
pengetahuan masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses, dan kurangnya
akses bagi masyarakat umum untuk melibatkan dirinya dengan ikut terlibat
langsung dalam setiap rangkaian pengambilan keputusan. Berdasarkan
indikator pada buku panduan desa antikorupsi desa Selaawi hanya mendapat
bobot nilai 65 dari bobot nilai keseluruhan sebesar 95, yang mana dengan ini
desa Selaawi belum dapat dikatakan sebagai desa yang antikorupsi karena
belum memenuhi standar dari indikator yang ada. Maka dari itu, peneliti
memberikan saran yang diharapkan dapat membantu pemerintah desa Selaawi
beserta jajarannya dalam menyelesaikan permasalahan terkait kurangnya
partisipasi masyarakat dan pemenuhan bobot nilai untuk mencapai desa yang
antikorupsi, diantaranya sebagai berikut :
1. Membuat forum dan sosialisasi yang secara khusus membahas terkait

bentuk-bentuk korupsi dan cara mencegah tindak pidana korupsi, dengan
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melibatkan masyarakat umum dari berbagai golongan yang dilakukan
secara rutin.

Pemerintah desa beserta jajarannya harus memberikan informasi secara
terbuka kepada masyarakatnya, agar masyarakat dapat lebih aktif untuk
menyuarakan pendapatnya tanpa adanya rasa takut.

Mengaktifkan kembali media sosial desa Selaawi yang didalamnya
berisikan informasi terkait transparansi anggaran, rencana pembangunan,
serta aktivitas yang di selenggarakan oleh pemerintah desa Selaawi.

KPK, BPD, Camat dan BPK serta masyarakat desa Selaawi harus
memperkuat pengawasan dana desa sebagai bentuk adanya penyelewengan

dana yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya tindak korupsi.
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